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TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor LO92l;

3" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55BZ) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A79 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 70 tahun 2Ol9
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor l78L\;

6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahlun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor
1781);

Dengan PersetujuaR. . 
"
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Dengaa Persetr4'uan Bersama
DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN

MCNCtapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deagaa:
1. Pemerintah Fusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimaaa dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia ?ahun 1945.

2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

3. Daerah adalah Kabupaten Karo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemeriatahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonorni dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesi.a. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otanom.

6. Gubernur adala.h Gubernur Sumatera Utara.
7. Bupati adalah Bupati Karo.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang

selanjutnya disebut IIPRD adaiah Lerrrbaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Karo.

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kew4jiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pernerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk
kekayaaa yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung
dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

1l-. Peraturan. .
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11. Peraturan Daerah yang *elarg'utnya disebut Perda adalah
peraturan perundang*undaagan yang dibentuk oleh DPRD
dengan persetujuan bersama Bupati.

L2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan peagawasan Keuangan Daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selaajutnya disingkat APBD adalah rencana k*uangan
tatrunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan
yang menjadi kewenangan Presidea yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, d an menyejahterakan masyarakat.

15. Urusan Pemerintahan Wqjib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakaa oleh semua Daerah.

16. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib di*elenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

L7. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelclaaa Keuangan Daerah.

19, Unit SKPD adalah bagran SKPD yang melaksanakan I
{satu} atau beberapa Program.

24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang keweaangan penggunaan anggararl
untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

21. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.

22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD.

23. Pejabat Peagelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yarrg rnernpunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

24. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

25. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanl'utnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang
melaksanakan 1 {satu} atau beberapa Kegiatan dari suatu
Program sesuai dengan bidang tugasnya.

27. Pejabat. . .
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27. Pejahat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

28. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang
Pendapatal Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD-

29. Bend.ahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawahkan uallg untuk keperluan
Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

30. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digqii berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

31. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usa-ha yang seluruh ata,u sslngian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

32. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah.

33" Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daera.h.

34. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sehagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

35. Dana ?ralsfer Umum adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai
dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

36. Dana ?ransfer Khusus adalah dana yarrg dialokasikan
daiam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk
membantu rnendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun
nonlisik yang merupakan urusan Daerah.

3V. Dana Bag. Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka
persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampu€tn keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.

38. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

39. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah daaa yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4O. Belanja. . .
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40. Belanja Daerah adalah semua kewqjiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaaa.

41. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yarrg perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun
pada tahun*tahun anggaran beri.kutnya.

42. Pinjaman Daerah adalah semlla transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah ual1g atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiba:r untuk
membayar kembali"

43. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah
jumlah uang yang wajib dibayx Pemeriatah Daerah
danlatau kewajiban Pemerintah Daerah yall;g dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya
yang sah.

44. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik
Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha MiUk Negara,
Badan Usaha MiUk Daerah, koperasi, dan masyarakat
dengaa hak memperoieh bunga darr pengernbalian pokok
piqjaman.

45. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasararla dan sarana
Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 {satu} tahun
anggaran,.

46. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas
atau ailai kekayaan bersih yarlgdapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulny-a kewqiiban"

47. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Da.erah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencaraan Daerah untuk periode 5 {lima} tahun.

48. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daera"h untuk periode 1 {satu} tahun.

49. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 {satu} tahun.

50. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas
maksimal anggaran yang diherikan kepada perangkat
Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

51. Rencana. " .
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51. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Keg'a Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja
SKPD atau dokumen yang memuat reircana pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar
penyusurlart rancangan APBD.

52. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adal,ah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam
perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dart
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang
bersangkutan pada tahun berikutnya yatrg dituangkan dalam
prakiraan maju.

53. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1

(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang
dikoordinasika"n oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan- Daerah.

54. Kegiatan adalah bagran dari Frogram yang dilaksanakan
oleh 1 isatu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terrrkur pada
suatu Program dan terdiri dari sekumpulaa tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau
sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau ksmbinasi dari beberapa ata.u
semuajenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk
menghasilkan Keluaran daiam bentuk barangljasa.

55. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan
dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 {satu} tahun
anggaran yang peke{aannya dilakukan melalui kontrak
tahun jamak.

56. Keluaran adatah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.

57. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerrninkan
berfuagsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 {satu}
Program.

58. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program
atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

59. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

60. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh Bupati uatuk rnenarnpung
seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh
Pengeluaran Daerah.

61. Rekening Kas Urnum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk mefiarnpung seluruh Penerimaan Daerah dan
membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang
ditetapkan.

62. Dokumen. . ,
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62. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutaya disiagkat DPA SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat peadapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara
Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran cleh Pengguna Anggaran.

63. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana
sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran
atas pelaksanaan APBD.

64. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingfuat
SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

65. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang
muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan
operasional pada Satuan Kerja Pera:rgkat Daerah/Unit
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisrne Pembayaran
Langsung.

66. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS
adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara
Pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian
ke{a, surat tugas, danlatau surat perintah kerja lainnya
meialui penerbitan Sura.t Perintah Membayar Langsung.

67. Tambahan Uang Fersediaan yang selanjutnya disebut TU
adalah tarnbahan uarrg muka yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
pembantu untuk membiayai pengeluaran atas
pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang
persediaan dengan batas waktu dalam 1 {satu} bulan"

68. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA
SKPD.

69. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang d.igunakan untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP
untuk mendanai Kegiatan.

74. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya dicingkat SPM-GU adalah dokumen yang
digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

71. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat
SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA
SKPD, karena kebutuhan d.ananya tidak dapat menggunakan
Pembayaran La.ngsung dan Uang Persed.iaan.

72. Surat. . .
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72. Surat Perintah Membayar La.ngsungyang selanjutnya disebut
SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA
SKPD kepada pihak ketiga.

73. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana atas Beban APBD.

74. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah
semua barang yang dibeli ata* diperaleh atas Beban APBD
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

75. Sisa L,ebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adaiah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran sela"rrra 1 {satu} periode aaggaran.

76. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dan/ata:u hak Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkaa ketentuan peraturan perundang-
undangan atau akibat laintrya yang sah.

77. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.

78. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis
dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh *tiap warga
negara secara minimal.

79. Badan I*yanan Umum Daerah yarrg selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerl'a
Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

80. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna
mend"anai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

81. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusurr dan meny4jikan laporan
keuangan pemerintah.

82. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip,
dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih
oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah
Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan
keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan terhadap anggarai, antar periode
maupun antar entitas.

83. Sistem Akuatansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan dan elemen lairr untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi Pemerintahan Daerah.

84. Bagan. . .
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84. Bagan Akun Standar yarrg selanjutnya disiagkat BAS
adatah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
keuanganyang disusun secara sistematis sebagai pedoman
dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan
Pemerintah Daerah.

85. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:
a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi

Daerah serts" melakukan pinjaman;
b. kewajibaa Daerah untuk menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak
lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan
daerah yang dipisahkan; dan/atau

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka penyelerggaraan tugas Pemerintahan
Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan $ecara tertib,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{21 Pengetrola,an Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} diwujudkan dalam APBD.

{3} APBD *ebagaimana dimaksud pada ayat {2} merupakan
dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan
Penerimaan dan Pengeiuaran Daera.l..

BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagran Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

{1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah dan mewakili Pemeriatah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

{2} Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat tU mempunyai
kewenangan:
a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan

Perda tentang perubahan APBD, dan raacarrgan perda
tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;

b. mengajukan. . .
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b. menga:iukan raricangan Perda tentang APBD,
rancangan Perda tentaag perubahan APBD, dan
rancar.gan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas
bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangail Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD yang
telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan
Daerah;

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan
mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang
sangat dibutuhkan oleh Daerah danlatau masyarakat;

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
g. menetapkan KPA;
h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran;
i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan

pengelolaan Utang dan Piutar:.g Daerah;
k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan

pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengal ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan
keteatuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1,}, Bupati melimpahkan sebagran atau seluruh
kekuasaannya yang berupa perencanaan, pexganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaparan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah
kepa"da. Pejabat Perangkat Daerah.

(a) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimaaa dimaksud pada
ayat {3} terdiri atas;
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinatnr Pengelolaan

Keuangan Daerah;
b. kepala SKFKD selaku FPKD; dan
c. kepala SKPD selaku PA.

{5} Pefimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan *ebagair:rana
dimaksud pada ayat {3} didasarkan pada prinsip pemisahan
kewenangan arrtara yans rnemerintahkan, merrguji, dan yang
menerima atau mengeluarkan uaag.

(6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat
{3} ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Bupati selaku wakil Pernerintah Daerah dalam kepemilikan
kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal
pada per-usahaan urnum daerah atau pemegang saham
pada perserCIan" daerah.

{2} Ketentuan. . .
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{2} Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah
Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagran Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1i
mempunyai tugas:
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daeratr;
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD,

rancangarl perubahan APBD, dan rancangan
pertanggungj awaba* pelaksanaan APBD ;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang

Pengeloiaan Keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undanga*; dan

f. memimpin TAPD.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

pada ayat {1}, koordinatar Pengelolaan Keuangan Daerah
bertangguag jawab kepada Bupati.

Bagran Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

{1} Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
a. menyusun dan melak*anakan kebijakan Pengelolaal

Keuangan Daerah;
b. menyusun rancaflgan Perda tentang APBD, rancangan

Perda tentang perubahan APBD, dan rancatlgarl Perda
tentang pertanggungiauraban pelaksanaan APBD ;

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang
telah diatur dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD;
e. melaksanakantugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan peruadang-undangaa.
(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf d berwenang:
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA SKPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem

penerimaan dan pengeluara$ kas Daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
f. menetapkan SPD;
g. menyiapkan pelaksaaaan pinjaman dan pemberian

jaminan atas nama Femerintah Daerah;

h" melaksanaka,n.
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h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
Keuangan Daerahl

i. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalarn hal

penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal I

(1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan
SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa
BUD.

{2} Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (U
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

{3} Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (U
mempuriyai tugas:
a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPD;
c. menerbilkan SPZD;
d. mernantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

APBD oleh bank danlatau lembaga keuangan lainnya
yang telah ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang Daerah;
g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan

mengelola/ menatausahakan investasi;
h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan

PAIKPA atas beban APBD;
i. melalsanakan pemberian Piqiaman Daerah atas nama

Pemerintah Daerah;
j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutaag Daerah; dan
k. melakukan penagihan Piutang Daerah.

{4} Kuasa BUD sefoagaimana dimaksud pada ayat {U
bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 {satu}
Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan
besaran jurnlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi,
dan/atau rentang kendali.

Bagran Keernpat
Pengguaa Anggaran

Pasal 10

(1) Kepala SKPD selaku PA rnempunyai tugas dan wewenang:
a" menyusun RKA SKPD;
b. men)rusun DPA SKPD;

c. melakukan
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c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas Beban anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan

pihak lain dalam hatas anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yafig menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. rnenyusun dan meflyalnpaika-rr laporan keuangan SKPD

yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang

dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD; dan
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang

dipimpinnya dalam rangka pelaksanaan keuangan
daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1} kepada
Bupati rnelalui sekretaris Daerah.

Bagran Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 11

(U PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
kepala Unit SKPD selaku KPA.

tzl Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan,
lokasi danlatau rentang kendali.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.

(4) Peiimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud. pada ayat
{i} meliputi:
a. melakukan dndakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas behan anggara,n belanja;
b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan d.an memerintahkan

pemhayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian keg"asama dengan

piha-k lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. rnelaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi

tanggungjawabnya; dan
g" melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan

keteatuan peraturan perundang-undangan.
{5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimaaa dimaksud

pada ayat {4} KPA bertanggung jawab kepada PA.

Bagian Keenam. . .
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Bagran Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pasa1 12

(1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menunjuk pejabat
pada SKPD/Unit SKPD selaku PP?K.

{2) PPTK sebagaimana dirnaksud pada ayat {1} bertugas
membantu tugas dan wewenang PAIKPA.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), PP?K bertanggung jawab kepada
PAIKPA.

Pasal 13

(U Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang
kendali, dan/atau pertimhangan objektif lainnya yang
kriterianya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

l2l PmK sebagaimana dimaksud pada ayat {1} merupakan
Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki
jabatan struktural, PA/KPA dapat menunjuk pejabat
fungsional umum untuk menjabat sebagai PP?K.

Bagran Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 14

(1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I"O ayat {1} huruf 1

untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

(2) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
mempunyai tugas dan wewenilng:
a. melakukan verilikasi SPP UP, SPP GU, SPP ?U, dan SPP

[S beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh
Bendahara Pen geluaran ;

b. menyiapkan SPM;
c. melakukan verifikasi lapora"n pertanggungiawaban

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
e. merryusun laporan keuangan SKPD.

t3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak merangkap
sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
danlatau PPTK.

Bag:an Kedelapan.
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Bagran Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 15

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagiat kewenang€Lnnya
kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat {2}, PA menetapkan PPK Unit SKPD
untuk rnelaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
Unit SKPD.

{21 PPK Unit $KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (U
mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi SPP TU dan Spp LS beserta bukti

kelengkapannya yang diql'ukan oleh Bendahara
Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM TU dan SPM LS, berdasarkan Spp-TU
dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran
Pembaatu; dan

c. melakukan veri{ikasi laporan pertanggungiawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu"

Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimasn dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 16

(1) Bupati menetapkan Bendahara Fenerirnaan untuk
melaksaaakan tugas kebendaharaan dalam rangka
peiaksana€Ln anggararr pendapatan pada SKPD atas usul
PPKD selaku BUD.

(2) Bendahara Fenerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} memiliki tugas dan wernienang menerima, menyimpan,
meayetor ke Rekening Kas Umum Daerah,
menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan
Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Pasal 17

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada KFA, Bupati dapat menetapkan Bendahara
Penerimaan pembaatu pada unit keda SKPD yang
bersangkutan.

{2) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan
Iingknp Fenuga$an yang ditetapkan Bupati.

Pasal 18

(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara penerimaan dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara
Penerirnaan untuk meningkatkan efekdfitas pengelolaan
Pendapatan Daerah.

{21 Pegawai yang bertugas membantu Bendahara penerimaan
ssfngairnana dimaksud pada ayat (i) rnelaksanakan tugas
dan wewenang sesuai dengan lingkup penuga.s{uL yang
ditetapkan kepala SKPD.

Pasal 19
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Pasal 19

(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara
Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

{2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki tugas dan wewenang:
a. mengajukan permintaaa pembayaran fltenggunakan

SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang

dikelolanya;
d" menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai

dengan ketentuan peratr.lran perundang*undangan;
e. meneliti keiengkapan dokumen pembayaran;
f. membuat laporan pefianggungjawaban secara

administratif kepada PA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD
secara periodik; d*n

g" memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hat PA melimpahkan kewenanganaya, kepada KPA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat {1} dan ayat
l2\, Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara
Perigeluaran Pembantu.

(4) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud
pada ayat {3} memiliki tugas dan wewenang:
a. mengajukan permintaarr pembayaraa firenggunakan

SPP TU dan SPP LS;
b. menerima, menyimpan dan pelimpahan UP dari

Bendahara Pengeluaran ;
c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU

yang dikelolanya;
e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
g. memungut dan merryetorkan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara

administratif kepada KPA dan laporan
pertanggungiawabaa secara fungsional kepada
Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Pasal 20

{1} Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat
meneta.pkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara
Pengetruaran untuk meningkatkan efekti{itas pengelolaan
Belanja Daerah.

(2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Peageluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} melaksanakan tugas
dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang
ditetapkan Kepala SKPD"

Pasal 21. .
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Pa.sal 21

Bendahara Fenerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan BPP
dilarang:
a. melakukan kegiatan perdagangan, peke{aan

pemborongan, dan penjualan jasa
b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekedaan,

dan/atau penjualan jasa; dan
c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan

lainnya atas nama pribadi baik secara langeung maupun
tidak langsung.

Bagran Kesepuluh
TAPD

?asal 22

(1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh
?APD yang dipimpin oleh sekreteris daerah.

(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat {l} terdiri atas
Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai
dengan kebutuhan.

(3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mempunyai
tugas:
a.. membahas kebijakaa Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan

rancangan perubahan KUA;
c. menyusun dan rnembahas rancargan PPAS dan

rancangan perubahan PPAS;
d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
e. membahas rancarrgan APBD, rancangarl perubahan

APBD, dan rancangan pertanggungiawaba,n APBD;
f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan ApBD, dan

Pertanggungiawaban APBD ;
g. melakukan verifikasi rarrcarrgan DPA SKPD dan

rancangan perubahar DPA SKPD;
h. menyiapkan surat edaraa Bupati tentang pedoman

penyusuaan RKA; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundalg-undangan.
{4} Dalam melaksanakan tugas TAPD ssfoageimana dimaksud

pada ayat {3} dapat melibatkan instansi sesuai dengan
kebutuhan.

BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan
Daerah dan kemampuan pendapatan Daerah-

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disusun
dengan mempedomani KUA-PPAS yang didasarkan pada
RKPDI

i3] APBD. . .
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(3) APBD mer-apunyai fungsi otorisasi, perencanaan,
pengawasall, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda
sesuai d engan ketentuaa peraturan perunda*g-undangan.

Fasal 24

(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam
bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

(21 Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri a.tas:
a. Pendapatan Daerah; dan
h" Penerimaan Pembiayaan Daerah.

(3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Belaaja Daerah; daa
b. Pengelu*ran Pembiayaa"n Daerah.

(4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} merupakan rencalla
Penerimaan Daerah yang terukur $ecara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan
berdasarkan pada keteatuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD
sebagairnana dimaksud pada ayat {3} merupakan rencana
Pengeluarac l)aerah sesuai dengan kepastian tersedianya
dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

t6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {3} harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

(71 Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeiuaran Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dianggarkall secara
bruto daiam APBD,

Pasal 25

Satuan hitung datam APBD adalah mata uang rupiah

Pasal 26

APBD merupakan dasar Pengeiolaan Keuangan Daerah da-lam
masa 1 {satu} tahua aaggaran sesuai dengan undang-undang
mengenai keuangan negara.

Bagran Kedua
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 27

{1} Struktur APBD merupakan satu kesatuan Jrang terdiri atas
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah.

{2} APBD" . .
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{2} APBD sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
diklasi{ikasikan menurut Urusa.n Pemerintahan Daerah
dan organisa.si yang ditstapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Kiasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah
dan organisasi sebagaimalla dimaksud pada ayat (21

disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangaa.

Pasal 28

{i) Pendapatan Daerah ss}agaimana dimaksud dalam pasal
27 ayat {U huruf a meliputi semua penerimaan uang
melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu
dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak
daerah dalam 1 {satu} tahun araggaran.

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasat ZT
ayat {1} huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening
Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh
Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai
pengurang ekuitas yang mempakan kernrqjiban daerah
dalam 1 {satu} tahun anggaran.

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2T
ayat {1} huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali danlatau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun
pada tahun anggaran berikutn3ra.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 29

Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincial obyek pendapatan
Daerah.

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:
a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 31

(1) Pendapatan asli Daerah sebagairnana dimaksud daram
Pasal 3O huruf a meliputi:
a. pqiak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil penge}olaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

dan
d. lain-lain pendapatan astri daerah yang sah.

{2} Pendapatan. . .
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(2) Pendapatan pqiak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a dan huruf b
meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundarg-undangan yang mengatur mengenai paiak
daerah dan retribusi daerah.

{3} Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yarrg dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf c merupakan
Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan m*dal daerah.

(4) Lain-laia pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana
dirnaksud pada ayat {1} huruf dterdiri ata.s:
a. hasil peqjualan BMD yang tidak dipisahkan;
b" hasi.l pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
c. hasitr kerja sanra daerah;
d. jasa giro;
e. hasitr pengelolaan dana bergulir;
f. pendapatan bunga;
g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan

Daerah;
h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai

akibatpenjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi,
danla.tau pengadaan trarang dan jasa termasuk
penerimaan atau peaerimaan lain sebagai akibat
penyimpanan uang pada bank, peaerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya
merupakan Pendapatan Daerahl

i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing;

j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;

k. pendapatan denda pqiak daerah;
l. pendapatan denda retribusi daerah;
m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n. pendapatan dari pengembalian;
o" pendapatan dad BLUD; dan
p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dilarang:
a. melakukan pungutan atau yang disebut nafita lainnya yang

diper*amakan dengaa pungutan di luar yang diatur dalam
undang-undang; dan

b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya
tinggr, menghambat mobilitas penduduk, la1u lintas barang
dan jasa antar Daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang
merupakan prograrl strategis nasional"

Pasal 33

(1) Bupati yang melakuka:r pungutan atau yaflg disebut nama
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a
dikenai sanksi administratjl tidak dibayarkan hak-hak
keuangannya yang diatur dalam keteatuan peraturan
perundang-undangan selarna 6 {enam} bulan.

{2} Bupati. . .
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{2} Bupati yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 32 huruf b dikenai sanksi admiaistratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil pungutan atau yang disebst riarna lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} wajib disetorkan
seluruhnya ke kas daerah.

Pasal 34

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 huruf b meliputi:
a. tran*fer Pemerintah Pusat; dan
b. transfer antar-daerah.

{2} Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. dana perimbangan;
b. dana insentif daera.h; dan
c. danadesa.

{3} Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf b terdiri atas:
a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan.

Pasal 35

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat {2} huruf a terdiri atas:
a. Dana Transfer Umum; dan
b. Dana Transfer Khusu*.

(2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. DBH; dan
b. DAU.

{3} Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf a terdiri atas:
a. DAK Fisik; dan
b. DAK Non Fisik.

Pasal 36

{U DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat {2} huruf a
bersumber dari:
a. pajak; dan
b. sumber daya alam.

(21 DBH yans bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf a terdiri atas:
a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan,

pertambangan, dan perhutanan;
b. pajak penghasilan Pasal 25 dan trasa1 29 Wajitr trajak

Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21; dan
c. cukai hasil tembakau;
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf b berasal dari:

a" Penerimaan. . "
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a. peneriruaan kehutaaalr yang berasal dari iuran ijin usaha
pemanfaatan hutan, provisi sumberdaya hutan, daa dana
reboisasi yang dihasilkan dari rrilayah Daerah yang
bersangkutan;

b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang
berasal dari penerimaaa iuran tetap dan penerimaan
iurar: eksplorasi daa iuraa eksploitasi yang dihasilkan
dari wilayah daerah yang trersangkutan;

c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan
minyak bumi yang dihasilkan dari wila;.ah daerah yang
bersangkutan;

d. penerimaaa negara dari sumber daya alam pertambangan
gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang
bersangkutan;

e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari
penerimaan setoran hagran Pemerintah Pusat, iuran
tetap, dan iuran produksi -rrang dihasilkaa dari wilayah
daerah yang bersangkutar; dan

f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan
pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang
dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangfuutan.

Pasal 37

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 38

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud da}am Pasal 35
ayat {1} huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada
Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yarrg merupakan
Urusan Pemerintahan yang meqiadi kewenangan daerah yang
d"itetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Pasai 39

Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalavnPasal34 ayat
(2| huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada
Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan
untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau
pencapaian Kinerja tertentu.

Pasal 4O

tU Dana desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
huruf c bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan
untuk rnembiayai penyelengaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur
sesuai deagan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41. . .



-23-

Pasal 41

Pengalokasian transfer Pemeriatah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat {1} huruf a dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-und angan.

Pasal 42

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat {3} huruf a merupakan dana yang bersumber dari
Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Bantuar keua-ngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari daerah
lainnya baik dalam rargka kerja sama antar daerah
maupull uatuk tujuaa tertentu lainnya.

{2} Bantuan keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat {1}
terdiri atas:
a. bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan
b. bantuaa keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Pasal 44

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 30 huruf c meliputi:
a. Hibah;
b. dana darurat; dan/atau
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 45

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a
merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang
berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,
masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri
yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan Urusan Femerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 46

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b
merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan
kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai
keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang
tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan
sumber APBD sesuai dengaa ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempat. . .
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Bagran Keempat
Belanja Daerah

Pasal 47

(1) Belanja Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27
ayat {1} huruf b diprioritaskan dalam rangka mendanai
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewena*gan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri atas Urusan
Pemerintahan \[iqjib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{3} Urusan Pernerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} terdiri atas urusaa wajib yang terkait Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan Wqiib yang tidak terkait
Pelayanan Dasar.

(a) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} sesuai dengan potensi yang dimiiiki daerah.

(5) BelanS"a daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {U
dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan uru$an
pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka
pemenuhan Standar Pelayanan Minimum.

(6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan
wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar
dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

{7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan
pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan
potensi yang dimiliki daerah.

Pasal 48

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan
Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

trasal 49

{1) Beianja Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 47
ayat {5} berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar beianja, dan/atau standar teknis sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang*undangan.

(2) Eelanja *aerall sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat {6} dan ayat {7} berpedoman pada staadar harga
satuan regional, analisis standar belanja, danf atau standar
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangaa.

(3) Standar harga satuaa regional sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dan ayat {2} ditetapkan dengan Peraturan
Presiden.

{41 Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud
pada ayat t3) digunakan sebagai pedcman dalam
menJru$un standar harga satuan.

{5} Analisa.
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(5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dan ayat {2} dan standar harga
satuan sebagaimana dirnaksud pada ayat {3} ditetapkan
dengan Peraturan bupati.

(6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau
standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digunakan r.lntuk menyusun rencana kerja dan anggaran
dalam penJrusunan rancangan Perda tentang APBD.

(71 Beianja Daerah sebagaimaaa dimaksud pada ayat {1) dan
ayal {21 dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, Frcgram, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian
obyek Belanja Daerah.

Pasal 50

Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat {?} diselaraskan dan dipadukan dengan belanja
negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain
terdiri atas:
a. pelayanan umum;
b. ketertibaa dan keaman€m;
c. ekonomi;
d. perlindungan ling!<ungan hidup;
e. perumahan dan fasilitas umum;
f. kesehatan;
g. pariwisata;
h. pendidikan; dan
i. perlindungansosial.

Pasal 51

Belanja Daerah menurut organisasl sgfongaimana dimaksud
dalarn Pasal 49 ayat {71 disesuaikan dengan susunan
organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perund,ang-undangan.

Pasal 52

(1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S0 ayat {6)
disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan
kabupatenlkota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

t?l Program dan kegiatan sehagaimarla dimaksud pada ayat (1)
rinciannya paiing sedikit mencakup:
a. targetdan sasaran;
b. indikator capaian keluaran; dan
c. indikatar capaian hasil.

t3) Nomenklatur program dalarn belanja daerah serta indikator
capaian output dan indikator capaian outcome yang
didasarkan pada prioritas aasional disusun berdasarkan
nomenklatur program dan pedoman penentuan indikator
output dan indikator autcame sesuai dengan ketentuan
peraturan perund ang-unda::.gan.

{4} Nomenklatur. . .
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(4) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta
indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran
yang didasarkan pada prioritas nasional disusun
berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman
penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai
dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tak terduga; dan
d. belanja transfer.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf
a merupakan pengeluaran altggaran untuk Kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat
jangka pendek.

(3) Belanja modal sebagaimana d,imaksud pada ayat {1} huruf
b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1

{satu} periode akuntansi"
(a) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban
APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya..

{5) Belanja transfer sebaseirnana dimaksud pada ayat {1)
huruf d merupakan pengeluaran uang dari pemerintah
Daerah kepada Pemeriatah Daerah lainnya danfatau dari
Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pasal 54

(1) Belanja operasi sebagaimana d.imaksud dalam pasal 53
ayat {1} huruf a dirinci atasjenis:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasar 53 ayat
{i} huruf b dirinci atas jenis belanja modal.

(3) Belaaja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal
53 ayat {1} huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

(a) Belanja transfer sebagaimana dimaksud daram pasal 53
ayat {1} huruf d dirinci atas jenis;
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangaa

Pasal 55

{1} Belaqia pegawai sebagaimala dimaksud dalam pasal 54
ayat i1) huruf a digunakan untuk menganggarkan
kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perund,ang-undangan.

{2} Kompensasi. 
"
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{2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
diberikan kepada BupatilWakil Bupati, pimpinan/anggota
DPRD, dan Pegawai ASN.

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat i1)
dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan
kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai. dengan keteatuaa peraturan
perundang-undangan.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja,
tempat bertugas, kondisi keq'a, kelangkaan profesi,
prestasi kerja, dan / atau pertimbangarl objektif lainnya.

{3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {2} ditetapkan
dengan Peraturan Bupati dilaksanakan sesuai ketentuan
pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Belanja barang dan jasa sehagaimana dimaksud dalam
Paeal 54 ayat {1} huruf b diguaakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yaag nilai maafaataya kurang dari
12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yarlg akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakatlpihak ketiga.

(2i Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(U dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan
Pemerintahan Daerah.

Pasal 58

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Fasal 5a ayat {1}
huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga
Utang yang dihitung atas keurajiban pokok Utang berdasarkan
perjanjian pinjaman.

Fasal 59

{1} Belanja subsidi seb*gaimana dimaksud dalarn Pasal 54
ayat {1} huruf d digunakan agar harga jual produksi atau
jasa yang dihasilkan oleh badan usaha miiik negara, BUMD
dan/atau ba.dan usa.ha rnilik swasta, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat
te{angkau oleh masyarakat"

(2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat t1)
merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa
Pelayanan Dasar masyarakat.

{3} Badan. . .
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(3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha miiik
swasta, dan/atau badan hukum lain sebagaimana
dimaksud pada ayat t2) yang akan diberikan subsidi
terlebih dahuiu dilakukan audit keuangan oleh kantor
akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(a) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat t3)
merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan
subsidi.

{5} Dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD,
penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
wajib menyaxnpaikan laporan pertanggungiawaban
penggunaarl dana subsidi kepada Bupad.

{6} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungiawaban subsidi diatur dalam Peraturan
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 6O

(1) Belaaja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
(1) huruf e diberikan kepada Pemerintah llusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD,
dan/atau badan dan iernbaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukurn Indonesia, yans
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wqiib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
sesuai deagan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{21 Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program
dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan
Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(3] Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
Keuanga:r Daerah setelah mernprioritaskan pemenuhan
beianja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemeriatahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal61

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 54 ayat {1} huruf f digunakan untuk menganggarkan
pemberia-n haltuan berupa uang dan/atau barang kepada,
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus meaerus dan selekdf yang
bertujuan uatuk melindun# dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan.

{2} Keadaan
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{2} Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (U diartikan bahwa bantuan sosiaJ
dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima
bantuan telah lepas dari resiko sosial.

{3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
{U dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
KeuanganDaerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

{1} Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal54 ayat
{2} digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainnya.

{2} Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
memenuhi kriteria:
a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan;
b. digunakan dalam Kegiatan pemerintahan Daerah; dan
c. batas minimal kapitalisasi aset.

{3) Batas rninimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

{4} Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (Zt
dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau
bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap
digunakan.

Pasa-l 63

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5a ayat {2}
meliputi:
a. belanja tanah, digunakan untuk mengau.ggarkan tanah

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam
kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi
siap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk
menganggarkan peralatan dan rnesin mencakup mesin dan
kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam
kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh
gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup
jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oieh pemerintah
Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

e. belanja
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e. belanja aset tetap lainnya, digunakaa untuk
meaganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap
yang tidak dapat dikelampokka:r ke dalam kelompok aset
tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional Femerintah Daerah dan dalam kondisi siap
dipakai; dan

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk rnenganggarkan
aset tetap yaag tidak digunakaa untuk keperluan
operasional Femerintah Daerah, tidak memenuhi definisi
aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.

Pasal 64

Belanja begi hasil sebagaimana dimaksud daiam Pasal 54 ayat
{a} huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

{1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat {ai huruf b diberikan kepada Daerah iain
dalam rangka kerja sarr1a. daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangaa, dan atau tujuan tertentu lainnya.

{2} Bantuan keuangan sebagaimana dinaksud pada ayat {1}
dapat dianggarkan sesuai kemampuam Keuangan Daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuaa peraturan perundang-undangan.

{3} Bantuan keuanga-n sebagaimana dimaksud pada aSzat (1}
terdiri atas:
a. bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
b. bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah

kabupaten/kota; atau
c. bantuan keuangan kepada desa.

(4) Bantuam keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat {3}
bersifat urnum atau khusus.

{5} Peruatukan dan pengelclaan bantuan keuangan yang
bersifat umllm sebagairnaaa dimaksud pada. ayat (41

diserahkan kepada Pemerintah Daerah
Provinsi/ Kabupaten/ Kotal Df sa penerima bantuan.

{6} Peruntukan bantuan keuangan yang bersiiat khusus
sebagairnana dimaksud p*da ayat {+} ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya
diserahkan kepada penerima bantuan.

{7) Pemberi bantuan keuangaa bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat {6} dapat mensyara.tkan penyediaan
dana pendamping dalam APBD atau anggarall pendapatan
dan belanja desa penerima bantuan.

Pasal 66- .
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Pasal 66

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat {3} merupakan pengeluaran anggaran atas Beban
APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran
atas Penerimaan Daerah ta,hun-tahun sebeluffinya.

(2) Dalam hai belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} tidak mencukupi, menggunakae:
a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program

darr Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan
daiarn tahun arlggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.
(3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf a
diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA
SKPD.

Pasal 67

(U Keadaan d.arurat sebagaimana dimaksud dalam Pasai 66
ayat (i] meliputi:
a. beacana alam, bencana non-alam, bencarta sosial

dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

danf atau
c. kerusakan sarana prasaralla yang dapat mengganggu

kegiatan pelayanan publik.
(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

66 ayat {li meliputi:
a. kebutuhan d,aerah dalam rangka Peiayanan Dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun afiggaran beq'alan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; danlatau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

{3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak
sebagaimana. dimaksud pada ayat {1} daa ayat t2)
ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum
tersedia alrggarannya, diformulasikan terlebih dahulu
dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap
darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar
biasa.

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana,
kon{lik sosial, danf atau kejadian luar biasa sebagaimana
dimaksud pada ayat {4} digunakan sesuai dengan
ketentuan peraturan peruadang-undangan.

{S} Pengeluaran. . .
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(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang
belum tersedia anggarannya dan/atau ddak cukup tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA
SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1

Umum
Pasal 68

(U Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat {1} huruf c terdiri atas:
a. penerimaan Pembiayaaa; dan
b. pengeluaran Pembiayaan.

{2} Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi,
jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.

(3) Penerircaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf a bersumber dari:
a. $iLPA;
b. pencairan Dana Cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkal;
d. penerimaan Pinjaman Daerah;
e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

dan/atau
f. peaerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undalgan.
(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksudpada ayat

(1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal daerah;
c. pembentukan Dana Cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah; danlatau
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
{5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan

Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan"
(6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

digunakan untuk menutup defisit anggarall.

Paragraf 2
Perrerima.an Pemtliayaa:r

Pasal 69

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat {3} huruf a
bersumber dari:
a. pelampauan penerimaan PAD;
b. pelampauan penerimaarl pendapatan transfer;
c. pelampaualr penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah;
d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
e. penghematan belanja;

t kewajiban.
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f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai deagan akhir tahun
belum terselesaikan; dan/atau

g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja
dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 70

(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat {3} huruf b digunakan untuk menganggarkan
pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan
ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun allggaran
berkenaaa.

{2} Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} sesuai dengan jumlah yaag telah ditetapkan dengan
Perda tentang pembentukan Dana Cadangan
bersanglutan.

{3} Pencairan Dana Cadangaa daiam 1 (satu} tahun anggararl
menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun
anggaran berkenaan.

{4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} belum digunakan $esuai dengan peruntukaanya,
dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang
memberikan hasil tetap dengaa risiko rendah.

(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagtan yang
tidak terpisahkan dari laporan pertanggungiawaban APBD"

(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari
rekening Da:ra Cadangaa ke Rekening Kas Umum Daerah
sebagairnana dimaksr.rd pada ayat {1} dianggarkan dalam
SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 71

(U Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat {3} huruf c
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{2} Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dicatat berdasarkan
bukti peaerimaan yang sah.

Pa*al72

t1) Penerimaan Pinjaman Ilaerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (3) huruf d didasarkan pada. jumlah
pinjaman yans akan diterima dalam tahun allggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian
pinj aman bersangkutan.

(2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {i} dapat bersumber dari:
a. Pemerintah trusat;
b. Pemerintah Daerah lain;

c" lembaga. . .
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c. Iembaga keuangan bank;
d. lembaga keuangan bukan bank; danlatau
e. masyarakat.

(3) Penerimaan Piajaman Daerah sebagaimana diraaksud pada
ayat {1} dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 73

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat t3) huruf e

digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali
pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa] 74

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat {3} huruf f digunakan untuk
menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai
den gan ketentuan peraturan perundang*undangan.

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 75

Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat {4} huruf a digunakan untuk
menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan
pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian
pinjaman dan pelaksanaarartys. merupakan prioritas utama
dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yallg harus
diselesaikan dalam tahun a.nggaran berkenaan bcrdasarkan
perjanjian pinjaman.

Pasal 76

(U Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat {a} huruf b pada BUMD
dan/atau badan usaha milik negara.

{2} Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dapat dilaksanakan apabila jumlah
yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan
telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal
daerah bersangkutan.

{3} Perda sebagaimana dimaksud pada ayat {2} ditetapkan
sebelum persetujuan bersarna antara Bupati dan DPRD
atas rancangan Perda tentang APBD.

{4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundarg-undangan.

Pasal 77. . "
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Pasal 77

ti) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya
tidak diterbitkan Perda tersendiri sepaljang jumlah
anggararl penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah
penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda
mengenai penyertaan modal bersangkutan-

{2} Dalarn hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah
penyertaan moda-l melebihi juml,ah penyertaan modal yang
telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan
modal, Pemeriatah Daerah melakukan perubahan Perda
mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(U Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat i4) huruf c, penggunaarulya diprioritaskan untuk
mendanai kebutuhan pernbangunan prasarana dan sarana
daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 {satu} tahun
anggaran.

(2) Dana Cadaagan sebagaimana dimaksud pada ayat {U
dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat t1i
bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah
kecuali dari:
a. DAK;
b, Pinjarnan Daerah; dan
c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk

pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
peruadang-undangan.

(4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diternpatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening
Kas Umum Daerah.

(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} ditetapkan dalam Perda tentang
pembentukan Dana Cadangan.

(6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat {5} ditetapkan
sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD
atas ramcangall Perda tentang APBD.

Pasal 79

{1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6B ayat t4) huruf d digunakan untuk
menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang
diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi,
danfatau masyarakat.

(2) Pemberian Pinja.man Daerah dilaksaaakaa setelah
mendapat persetujuan DPRD.

(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjadi bagran yang disepakati dalam KUA dan PPAS"

{4} Ketentuan
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(4i Ketentuan lehih l,anjut mengenai tata cara Pemberian
Pinjamaa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {U
sampai dengan ayat {3} diatur dalam Peraturan bupati.

Pasal 8O

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat {4} huruf e digunakan untuk menganggarkan
pengeluaran Pemhiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangarr.

Bagian Keenam
Surplus dan Defisit

Paragraf 1

Umum
Pasal 81

(1) Selisih arttaraanrggaran Pendapatan Daerah dengan ailggaran
Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit
APBD.

(2) Dalam ha1 APBD diperkirakan surplus, APBD dapat
digunakan uatuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang
ditetapkan dalarn Perda tentang APBD yang pelaksanaannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3) Dalam hal APBD diperkirakan de{isit, APB} dapat didanai
dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam
Perda tentang APBD yang pelaksanaannJra sesuai dengan
ketentrran peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Surplus

Pasa-l 82

Penggunaan surplus AFBD diutamakan untuk:
a. pembayaran cicilan pokok Utangyang jatuh tempo;
b. penyertaan modal Daerah;
c. pembentukan Dana Cadangan;
d. Pemberian ffiarnan Daerah; danlatau
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

Pasal 83

Pemerintah Daerah wajib melatrrorkan posisi surplus APBD
kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun
angga-ran berkenaan.

Paragraf 3
De{isit

Pasal 84

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} kepada Menteri dan menteri
yang menyelenggarakan urusaa pemerintahan di bidang
keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Fa*al 85. . .
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Pasal 85

tU Defisit APBD sebagaimana dimaksud daJasn Pasal 84 harus
dapat ditutup dari Pembiayaan netto.

{2} Pembiayaan netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan
pengeluaran Pembiayaan.

BAB TV

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Bagran Kesatu
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Pasal 86

(1) Bupati mellyusun rancangan KUA dan rancarrgarl PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman
penyusunan APBD yang ditetapkan oleh &{enteri"

{2} Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
memuat:
a. kondisi ekonomi makro daerah;
b. asurasi penyusunaa APBD;
c. kebijakan Pendapatan Daerah;
d. kebijakan Belanja Daerah;
e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
f. strategipencapaian.

{3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
disusun dengan tahapan:
a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b. rnenentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk

masing-masing urusan yang disinkrsnkan dengan
prioritas dan program nasional yang tercantum dalam
rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

c. men;rusun capaian Kirreqja, Sasaran, dan piafon
anggaran sementara untukmasing-masingProgram
dan Kegiatan.

Pasa1 87

tl) Bupati merlyampaikan rancangan KUA dan rancangan
PPAS sebagaimala dimaksud dalam Fasal 86 kepada DPRD
paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan
disepakati bersama a.ntara Bupati dan DPRD.

(2) Kesepakatan terhadap rancanga,n KUA dan raricangan
PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditandatangani
oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu
kedua bulan Agustus.

{3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersarna DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} menjadi pedoman
foegi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

{4} Tata cara pembahasan raacangan KUA dan rancallgarl
PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat i1i dan ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 88. . .
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Fasal 88

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak rnenyepakati bersarna
rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat {L}, paling lama 6 {enam} minggu sejak
rancangan KUA dan rancangarl PPAS disampaikan kepada
DPRD, Bupati rrenyampaikan Rancangan Perda tentang APBD
kepad.a DFRD berdasarkan RKPD, rancafl.gan KUA, dan
rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan
disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat {3}
huruf b dapat dianggarkan:
a. untuk 1 {satu} tahun anggaran; atau
b. lebih dari 1 {satu} tahun allggarall dalam bentuk

Kegiatan Tahun Jamak.
{2} Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pad.a ayat

{1} huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang

secara teknis merupakan satu kesatual untuk
menghasilkan 1 {satu} Keluaran yang memerlukan
waktu penyelesaian lebih dari 12 {dua belas} bulan;
atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian
tahun anggaran.

(3) Penganggararl Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana
dimaksud pada ayat {21 berdasarkan atas persetujuan
hersama antara Bupati dan DPRD.

(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3i
ditandatangani bersamaaft derlgan penandatanganan KUA
dan FPAS.

{5} Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
paling sedikit memuat:
a. naJrla Kegiatan;
b. jangka wa.lrtr-r pelaksanaan Kegiatan;
c. jumlah anggaran; dan
d. alokasi arlggaraa per tahun.

(6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaaa Kegiatan Tahun
Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b tidak
melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir,
kecuali Kegiatan Tahun Jamak dirnaksud merupakan
prioritas naslonal danlatau kepentingan strategis nasional
sesuai dengan ketentua:r peraturan perundangrundangan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kery'a

Perangkat Daerah
Pasal 9O

(U Kepala SKPD menyu$un RKA SKPD berdasarkan KUA dan
PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat {2} dan
ayat {3}.

{2} RKA. . .
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(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disusun
dengaa menggunakan pendekatan:
a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
b. penganggaran terpadu; dan
c. penganggaran berdasarkan Kinerja.

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat tU
disampaikan kepada PFKD sebagai bahan penyusunan
ranca.ngan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan
tahapan yang diatur dalam Peratura.n Menteri tentang
pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 91

Dalam ha1 terdapat penambahan kebutuhaa peageluaran
akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan
mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar
KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat {2}
dan ayat {3}"

Pasal 92

(U Pendekatan Kera-ngka Pengeluaran Jangka Menengah
Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9O ayat (2)
huruf a dilaksaaakan dengan men)rusun prakiraan maju.

(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat {L} berisi
perkiraan kebutuhan arlggaran untuk Program dan
Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 ayat 12]l huruf b dilakukan dengan
memadukan seluruh proses perencanaan dan
penganggaran di lingkuagan SKPD untuk menghasilkan
dokumen rencana kerja dan anggaran.

(4) Pendekatan penga-nggaran berdasarkan Kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat {2} huruf c
dilakukan dengan memperhatikan:
a. keterkaitan antara pendanaan denga:r Keluaran yang

diharapkan dari Kegiatan;
b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
c. e{isiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Pasal 93

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan
pendeka.tan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 9O ayat {2}
dan terciptanya kesinambun"gall RKA SKPD, kepala SKPD
mengevaluasi hasil pelaksa:1aan Program dan Kegiatan 2
(dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester
pertama tahun anggaran berjalan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} bertujuan
untuk menilai Program dan Kegiatan yasrg belum dapat
dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya
untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang
direncanakan atau 1 {satu} tahun berikutnya dari tahun
yang direncanakan.

{3} nalam
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(3) Da1am hal Program dan Kegiatan merupakan tahun
terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan,
kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang
direncanakan.

Pasal 94

(U Penyusunan RKA SKPD deagan menggunakan pendekatan
penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9O ayat {2} huruf c berpedoman pada:
a. indikator Kinerja;
b. tolak ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar

bela,nja;
c. standar harga satuan;
d. rencana kebutuhan BivID; dan
e. Standar Pelayanan Minimal.

(2) Indikator Kineq'a sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai
dari trrogram dan Kegiatan yang direacanakan meliputi
masukan, Keluaran, dan Hasil.

(3) Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan
dicapai dari keadaan serrrula dengan mempertimbangkan
faktqrr kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas
pelaksarr"aan dari setiap Program dan Kegiatan.

(4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu
Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu
Kegiatan yarrg akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur.

{5} Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban
kerja dan braya yang digunakan untuk melaksanakan
suatu Kegiatan.

{6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c merupakan harga satuan barang dare jasa yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan
mempertimbangkan standar harga satuan regional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal a9 ayat {3}.

(7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam
menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yarrg berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal"

Pasal 95

{U RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat {1}
memuat rencar:a pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju
untuk tahun berikutnya.

{2} Rencana. . .
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(2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
sebagairnana dimaksud" pada ayat {1} dirinci sarnpai dengan
rincian obyek.

{3} RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} juga
memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan daerah,
organisa.si, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan
dicapai dari Program dan Kegiatan.

Pasal 96

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
95 ayat {1} memuat Urusal Pemerintahan daerah,
organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek
Pendapatan Daerah.

(2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1)
diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya
serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perund.ang-undangan.

(3) Rencana belanja sebagairnana dimaksud dalam Pasal 95
ayat {U dirinci atas Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, Program, Kegiatan, kelompok belanja yang
masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan
rincian obyek belanja.

(4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
95 ayat {1} memuat kelompok:
a-. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk

menutup defisit APBD; dan
b. peageluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk

memanf;aatkan surplus APBD,
yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan
rincian obyek Pembiayaan.

{5} Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 95 ayat i3) rnernuat Urusal Pernerintahal
daerahyang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat {3}
memuat naura SKPD selaku PA.

(7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 ayat {3} terdiri dari indikator Kineg'a, tolok ukur
Kinerja, dan Sasaran Kiner.l'a.

tB) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat {3}
memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD
dalam tahun arlggaran berkenaan.

{9} Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3}
memuat rraffra. Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD
dalam tahun anggaran berkenaan.

Bapan Ketiga
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasat 97

{1) RKA SKPD yang telah disusun oleh sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 89 ayat {1} disanapaikan kepada ?ApD melalui
PPKD untuk diveriJikasi"

{2} Verifikasi. . .
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(2) Verifikasi sehagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
oleh TAPD uatuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD
dengan:
a. KUA dan PPAS;
b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggararl

sebelumnya;
c. dokumen perencanaan lainnya;
d. capaian Kinerja;
e. indikator Kinerja;
f. analisis standar belanja;
g. standar harga satuan;
h. perencanaan kebutuhan BMD;
i. Standar Pelayanan Minimal;
j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun berikutnya; dan
k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

{3} Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD
melakukan penyempurnaan.

Pasal 98

(U PPKD men3rusun rar.carigatl Perda tentang APBD dan
dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang teiah
disempurnakan oleh Kepala SKPD.

{2} Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dima-ksud
pada ayat {1} memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok

dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah

dan organisasi;
c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah,

organisa*i, Program, Kegiatan, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan
Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan
Kegiatal;

e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan ncgara;

f. daftar jumlah pegarrai per golongan dan per jabatan;
g. daftar Piutang Daerah;
h. daftar perryertaan modal daerah dan investasi daerah

lainnya;
i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

tetap daerah;
j. da-ftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lain-lain;
k. daftar Kegiatan tahun anggararl sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkaa kembali dalam
tahun arggaran yang direncanakan;

1. daftar Dana Cadangan; dan
m. dafter Pinjaman Daerah.

{3} Dakumen.
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(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas nota keuangan dan rancangaa Peraturan bupati
tentang penjabaran APBD.

{4) Rancangan Peraturan bupati teatang penjabarall APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat {3} memuat iampiran
paling sedikit terdiri atas:
a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan
daerah, arganisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis,
obyek, rinciax obyek pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan;

c. daftar nafila penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah; dan

d. daftar nanla penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial.

Pasal 99

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada Bupati.

BAB V
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH
Bagran Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Aaggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 1OO

(i) Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD
disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD
paling lambat 6O {enam puluh} hari sebelum 1 {satu} bulan
tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetduan
bersama antara Bupati dan DPRD.

(2) Bupati yang tidak mengajukan rarrcarrgarr Perda tentang
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 1G1

(1) Pembatrasan rancarigan Perda tentang APBD dilaksanakan
oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan
rarlcangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan
dokumen pendukung sesuai dengan ketentua:e peraturan
perundang-undangan.

{2} Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} berpedoman pada RKPD, KUA, dan
PPAS.

Bagian Kedua. . .
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Bagian Kedua
Persetujuan Rancargan Peraturan Daerah teatang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal LO2

(1) Bupali dan DPRD wajib menyetujui bersama r€Lncangan
Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
dimulainya tahun anggaran setia.p tahun.

(2i Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimafla dimaksud
pada ayat {L}, Bupati menyiapkarr rancangan Peraturan
bupati tentaag penjabaran APBD.

(3) DPRD dan Bupati yang tidak menyetqiui bersama
rancangan Perda tentang APBD datram 1 {satu} bulan
sebelum dimulainya tahun tmggaran setiap tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat tl) dikenai sanksi
administradf sesuai dengan ketentuaL peraturan
perundang-uadangan.

(a) Dalarn hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati
terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD
kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102 ayat {1}, sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat {3} tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Pasal 103

tU Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 {enam puluh} hari sejak
disampaikan rarlcangan Perda tentang APBD oleh Bupati
kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan
bupati tentang APBD paling tinggr sebesar angka APBD
tahun anggaran sebelumnya.

{2} Rancangan Peraturan bupati tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} diprioritaskan untuk belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

(3) Angka APBD tahun anggarall sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
a. Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan

tambahan pembebanan pada APBD; danfatau
b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1O4

Rancangan Peraturan bupati tentang APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1O3 ayat {2} memuat lampiran yang
terdiri atas:
a. ringkasan APBD;
b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan riacian obyek;
c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan

organisasi;
d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah,

organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek,
rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

e" rekapitulasi.
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e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan
Pemerintahan daerah, organisasi, R-ogram, dan Kegiatan;

f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
h. daftar Piutang Daerah;
i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah;
k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-

lain;
1. daftar Kegiatan tahun arrggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kernbali dalam tahun
anggaran irri;

m. daftar Dana Cadangan;
n. daftar Pinjaman Daerah;
o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;

dan
p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran

bantuan sosial.

Pasal 1O5

{1} Rancangan Peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1O3 ayat {2} dapat ditetapkan menjadi Peraturan hupati
setelah memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

(2) Untuk mempercleh pengesahan sebagairnana dimaksud pada
ayat {1}, rar}cangan Peraturan bupati tentang APBD beserta
lampirannya disampaikan paling lambat 15 {lima belas} hari
terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama
dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Pasai 1O6

(U Dalam hal penetapan APBD mengalauri keterlambatan,
Bupati melaksanakan pengel.uaran setiap bulan paling tinggi
sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun
anggaran sebelumnya.

{2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(U dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Beianja Daerah dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Ra,ncangan Anggaran dan

Pendapatan Belanja Daerah
Pasal 107

(1) Rancangan Perda tentang APBD yang tel;ah disetujui bersama
dan rancangan Peraturan bupati tentang penjabaran APBD
disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
P.rsat paling lambat 3 {tiga} hari sejak tanggal persetujuan
Rancangan Perda tentang AFBD untuk dievaluasi sebelum
ditetapkan oleh bupati"

{2} Rancangan
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t2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan
bupati tentang penjabarau APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang
disepakati antara Bupati dan DPRD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten
tentang APBD dan rallcatrgan Peraturan bupati tentang
penjabaran APBD dengan:
a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggt;
b. kepentingan umum;
c. RKPD, KUA, dan PPAS; darr
d. RPJMD.

{4} Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda teatang APBD
dan rancangarl Peraturan bupati tentang penjaharan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat t3) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan
umunl, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati menetapkan
rancangan Perda tentangAPBD menjadi Perda dan rancangan
Peraturan bupati tentang penjabaran APBD menjadi
Peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

t5) Dalam hal guhernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD
dan rancangan Peraturan bupati tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat {3} tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan
umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RFJMD, bupati bersama
DPRD melakukan penlrempurrlaan paling lama 7 {tujuh} hari
sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 1OB

(1) Penyernpurnarln hasil evaluasi sebagaimana dimaksud daLam
Pasal 1O7 ayat {5} dilakukan bupati melaiui TAPD bersama
dengan DPRD melalui badan anggaran-

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
ditetapkan d*ngan keputusan pimpinan DPRD.

(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagairnana dimaksud pacta
ayat {2} dljadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.

(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pacta
ayat {2} dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

(5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimsrls dimaksud pada ayat
{2) disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 {tigai hari
setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang An€garan Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pend"apatan d"an Belanja Daerah

Pasal 109

{1} Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan
bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan
Peraturan bupati tentang penjabaran APBD.

{2} Penetapan.
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{2} Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangarl
Peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dilakukan paling lambat tanggal 3 1

Desember tahun sebelumnya.
(3) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang

menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan bupati
tentang penjabaran APBD"

BAB VI
PtrLAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 110

tl) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daeratr dianggarkan
dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah yang dikeiola oleh tsUD.

(2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat {U sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umurn Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah tersebut.

Pasal 111

(1) PA/KPA, Bendahara PenerimaanlBendahara Pengeluaran,
dan orang atau badaa yang menerima atau menguasai
uang/kekayaaa daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan $urat bukti yang menjadi
dasar penerima,an atau pengeluaran atas pelaksanaan
APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan
akibat yaflg timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

{3} Kebenaras material sehagaimana dimaksud pada ayat {2}
merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan
Hasil yarrg dicapai atas Beban APBD sesuai dengan
kewenangan pejabat yang hersangkutan.

Pasal 112

Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan
selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali diteatukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uadangan.

Pasal 1 13

Penerimaan perangkat daerah yang rnerupakan Penerimaan
Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk
pengeluaraa, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-und angan.

Pasal LL4. . .
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Pasal 1L4

tU Setiap pejabat dilarang melakukaa tindakan yang
berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran
untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau
tidak cukup tersedia.

(2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA
dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPD.

{3} Bupati dan perangkat daerah dilaraag melakukan
pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang
telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 115

(U Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangaai SPM;
c. pejabatyang diberi$reqienang mengesahkan surat

pertanggungjawaban;
d. pejabat yang diberi wewenaRg menandatangani SP2D;
e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaranl
f. Bendahara Fenerimaan pembantu dan Bendahara

Pengeluaran pembantu; dan
g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukal sebelum dimulainya
tahun anggaran berkenaan.

Bagran Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Kas Umum Daerah
Pasal 1 16

tU Dalam rangka pengelolaan uarlg daerah, PPKD selaku BUD
membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum
yang sehat.

{2} Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat {1i
ditetapkal oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Penetapan bank umum sebagaimana dirnaksud pada ayat
(21 dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank
umum yang bersangkutan-

Pasal 117

tU Daiam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan
Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening
penerimaan dan rekeai*g pengeiuaran pada bank yang
ditetapkan oleh Bupati.

(2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
digunakan untuk menrlmpung Penerimaan Daerah setiap
hari.

{3} Rekening.
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(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dioperasikan *ebagai rekening bersaido nihil yang seluruh
penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum
Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.

(a) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana
dimaksudpada ayat t3) secara teknis belum dapat
dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan
secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturaa bupati.

{5} Rekening peageluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu
dana untuk membiayai Kegiataa Pemerintah Daerah sesuai
rencana pengeluaran, yang besarannya ditetapkan dengan
Peraturan bupati.

(6) Pemindahbukuan dana dad rekeaing penerimaan
dan/atar:, rekening pengeluaran pada bank umum ke
Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

Pasai 1LB

(U Bupati dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk
membuka rekeni.ng penerimaan melatrui BUD yang
ditetapkan oleh Bupati pada bank umum.

{2) Bupati dapat memberika:r izin kepada kepala SKPD untuk
membuka rekening peageluaran melalui BUD yang
ditetapkan oleh Bupati pada bank umum untuk
menaftlpung UP.

Pasal 119

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa S1ro,
dan/atau imbalan lainnya atas dana yaflgdisimpan pada bank
berdasarkan tingkat suku bunga danlatau jasa giro yang
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 120

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang
diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku
pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 121"

(1) Dalam rangka manqiemen kas, Pemerintah Daerah dapat
mendepositoka.n danfatau melakukan investasi jangka
pendek atas uang milik Daerah yang sementara. belum
digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas
Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan
publik.

{2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} harus disetor ke Rekening Kas
Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

Bagran Kedga. .
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Bagian Ketiga
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pasal 122

(1) PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar
menyusun dan menyampaikan ratcangart DPA SKPD
paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan br.lpati tentang
penj abaran APBD ditetapkan.

(2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program,
Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai
Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana
penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang
diperkirakan.

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangarl DPA SKPD yang
telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 {enam} hari
setelah pemberitahuan sebagaimana dimak*ud pada ayat
(1) disampaikan.

Pasa1 123

tU TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama
dengan kepala SKPD yang bersangkutan.

{2} Verifikasi atas rancarrgarr DPA SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} diselesaikan paling lambat 15 (lima
belas) hari sejak ditetapkannya Peraturan bupati tentang
penjabaran APBD.

{3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah
mendapatkan persetujuan sekretaris daerah.

{4} Dalara hai hasil verilikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat t1) tidak sesuai dengaa Peraturan bupati tentang
penjaharan APBD, SKPD melakukan penyempuflr.aan
rancangaa DFA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan
persetujuan sekretaris daerah.

(5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat {3} dan ayat {a} disampaikan kepala SKPD yang
bersangkutan kepada satuan kerja yarrg secara fungsional
melakukan pengalvasan daerah paling lambat 7 {tujuh} hari
sejak tanggal disahkan.

(6) DPA SKPD sebagaimaaa dimaksud pada ayat {3} daa ayat
(a) digunakarr sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
kepala SKPD selaku PA.

Bagian Keempat
Anggaran Kas dan SPD

Pasal 124

tl) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah
Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalarn
mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan
dana yang tercantum dalam DPA SKPD.

{2} Anggaran. . .
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(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat {U
mernuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan
untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

Pasal 125

(U Dalam rangka manqiemen kas, PPKD menerbitkan SPD
dengan mempertimbangkaa :

a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
c. penjadwalan pemtrayaran pelaksanaan anggaran yang

tercantum dalam DPA SKPD.
(2) SPD sebagaimana dirnaksud pada ayat {1} disiapkan oleh

Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh ppKD.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunarl
Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimak*ud dalam Pasal
124 dan Pasal 125 diatur dalam Peraturan bupati.

Bagian Kelima
Pelaksanaan d.an Penatausahaan

Pendapatan Daerah
Pasal 127

(1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh
penerimaannya ke Rekening Kas Umurn Daerah paling
lambat dalam waktu 1 {satu} hari.

{2} Datam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan
komurrikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa
keuangan, serta kondisi objektif lainaya, penyetoran
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat
melebihi l{satu} hari yang diatur dalam Peraturan bupati.

(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah atas setoran.

(a) Bukti sebagaima.na dirnaksud pada ayat {3} dapat meliputi
dokumen elektronik.

(5) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran.

Pasai 128

(U Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 127 ayat {5} dilakukan secara tunai
danlatau nontunai.

(2) Penyetoran sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) dianggap
sah seteiah Kuasa BUD menerima nota lcredit atau
dokumen lain yang dipersamakan.

{3} Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan u€Lng, cek,
atau surat berharga yang dalam penguasaannya:

a. lebih. .
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a. lebih dari 1 {satu} hari, kecuali terdapat keadaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal L27 ayat {2lr;
dan/atau

b. atas nama pribadi.

Pasal 129

t1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wa3'ib
menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnya.

(2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajitr menyampaikan
laporan pertanggungiawaban penerimaan kepada PA
melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

{3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wqjib mellyampaikan
laporan pertanggungiawaban penerimaan kepada PPKD
paling lambat tanggal 1O b*lan berikutnya.

t4) PPKD melakukan verifkasi, evaluasi, dan analisis atas
laporan pertanggungiawaban penerimaan sebagaiman.a
dimaksudpada aya.t {3} dalam rangka rekonsiliasi
penerimaan.

Pasal 130

tU Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnya berulang dan teq'adi pada tahun yang sama
maupurr tahun sebelumnya dilakr"rkan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang
bersangkutan.

tZl Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnya tidak berulang ya$g terjadi dalam tahun yang
$arna dilakukan dengaa membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutafi .

{3} Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnya tidak berula:rg yang teq'adi pacta tahun
sebelurnnya diiakukan dengan membebankan pada
rekening belanja tidak terduga.

Bagran Keeaam
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Fasal 131

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap
dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang
menagih.

{2} Pengeluaraa kas yang mengakibatkan Beba-u APBD tidak
dapat dilakukan sebelum rarlcangan Perda tentang APBD
ditetapkan dan diundangkan dalarn lembaran daerah.

{3} Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat tZ}
tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau
keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pa*al 132. . .
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Pasal 132

(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA
melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan SPD.

{2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan
besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara
Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD
berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

{3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan
besaran arlggaran Kegiatan SKPD, disampaikan
Bendahara Pengeluaran pembantu melalui pPK SKPD
berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

(4) SPP sebagairaana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. SPP UP;
b. SPP GU;
c. SPP ?U; dan
d. SPP LS.

(5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dan ayat {3)
terdiri atas:
a.. SPP TU; dan
b. SPP LS.

Pasal 133

tU Penerbita.n dan pengajuan dakumen SPP UP dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalarn rangka pengisian UP.

(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka. mengganti UP.

(3) Ketentuan lebih lanjut meagenai besaran UP dan GU
sebagaimana dimaksud pada ayat {U dan ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

{4} Pengajuan SPP UP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1}
diajukan dengan melampirkan keputusan Bupati tentang
besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat {3}.

(5) Pengqiuan SPP GU sebagaimaaa dimaksud pada ayat (2)
dilampiri dengan dokumen asli pertanggungiawaban
penggunaan UP.

Pasal 134

{1} Bendahara Pengeluaraa atau. Bendahara Peageluaran
pembantu meng4jukan SPF TU untuk melaksanakan
Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat
menggurlakan SPP LS dan/atau SPP UPIGU.

(2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat
persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian
kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan
Peraturan bupati.

(3) Dalam hal sisa ?U tidak habis digunakan dalam 1 {satu}
bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

{4} Ketentuan. . .
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{4} Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana
dimaksud pada ayat {3} dikecualikan untuk:
a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 {satu} bulan;

danlatau
b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang

telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar
kendali PA/KPA.

(5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Pasal 135

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
a. gaji dan tunjangan;
b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa;

dan
c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2) Pengqjuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan

barang dan jasa sebagaima-tra dimaksud pada ayat (U
huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada KPA.

Pasal 136

t1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengad"aan
barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalarn trasal 137
ayat {1} huruf b oleh Bendahara Fengeluaran/Bendahara
Pengeluaran pembantu, dilakukan paiing lambat 3 ttiga)
hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui
PPTK.

(2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan
persyaratan yang ditetapkan sesuai deagan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

{1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud
datam Pasal 133 ayat {U, PA mengajukan permintaan UP
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.

(2) Berdasarkan pengqjuan SPP GU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 133 ayat {2}, PA mengqiukaa penggantian UP
yang telah digunakan kepa"da Kuasa BUD dengan
menerbitkan SPM GU.

(3) Berdasarkan pengqjuan SPP TU sebagaimana dimaksud
dalam pasal 134 ayat {U, PAIKPA mengajukan permintaan
TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

Pasal 138

(1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat {1}, PPK
SKPDIPPK Unit SKPD rnelakukan verifikasi atas:

a. kebenaran. . 
"



-55-

a. kebenaran material surat bukti mengeaai hak pihak
penagih;

b. kelengkapan dokumen yang menjadi
persyaratan/sehubungan dengaa ikatanlperjanjian
pengadaan barang/jasa; dan

c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
(2) Berdasarkan hasil verilikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat {1}, PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban
APBD melalui penerbitan SFM LS kepada Kuasa. BUD.

(3) Dalam hal hasil verilikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA
tidak menerbitkaa SPM LS.

(4i PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil
verifikasi tidak mernenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat {3i paling lambat 1 {satu} hari terhitung sejak
diterimanya SPP.

Pasal 139

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang
diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank
operasioaal mitra kerjanya.

(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling lama 2 {dua} hari sejak SPM diterima.
(3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud

pada ayat {2}, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh

PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab
PAIKPA;

b. menguji kebeaaran perhitungan tagihan atas Beban
APBD yang tercaatum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana kegiatan yang
bersangkutan; dan

d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar
Pengeluaran Daerah.

(4) Kuasa BUD tidak menerhitkan SP2D yarrg diajukan
PA/KPA apabila:
a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab

PAIKPA; danlatau
b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.

(5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal
ketentuan sebagaimaria dimaksud pada ayat {4} paling
lambat 1 {satu} hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 14O

{1) Bendahara PengeluaranlBendahara Pengeluaran
Pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang

diterbitkan oleh PAIKPA beserta bukti transaksinya;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum

dalam dokumen pembayaran; dan
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

{2} Bendahara. . .
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(2) Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran pembantu
wajib menola.k melakukan pembayaran dari FAIKPA
apabila persyaratan sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dipenuhi.
(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas
pembaya.ran yang dilaksanakannya.

Pasal 141

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Fengeluaran pembantu
sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan
pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 142

PA/KPA dilaraag menerbitkan SPM yang rnembebani tahun
anggaran berkenaan seteiah tahun allggararr berakhir.

Pasal 143

(1) Bendahara Pengeluaraa secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS
kepada PA melalui PPK SKPD paling larnbat tanggal 10
bulan berikutnya.

(2) Bendahara PengeluaranlBendahara Pengeluaran
pembantu pada SKPD wqjib mempertanggungiawabkan
secara fuagsional atas pengelotraan uang yang menjadi
tanggung jawabnya dengan merryafirpaikan laporan
pertanggungiawaban pengeluaran kepada PPKD selaku
BUD pating lambat tanggal 10 buian berikutnya.

(3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan
laporan pertanggungiawaban pengeluaran dan sanksi
keterlambatan penyampaian laporan pertanggungiawaban
ditetapkan dalam Peraturan bupati.

(4) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara
PengeluaranlBendahara Pengeluaran pembantu secara
fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat {2}
dilaksanakan seteiah diterbitkan surat pengesahan
perta"nggungjawaban pengeluaran oleh PAI KPA.

(5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir
tahun arrsgaran, pertanggungiawaban pengeluaran dana
hulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31
Desemtler.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pembiayaan Daerah
Pasai 144

(U Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan
pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala
SKPKD.

i2) Penerimaan. . .
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(2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat {U dilakukan melaiui
Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Daiam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {2} sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-uadangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan darl pengesahan penerimaan dan
pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Pasal 145

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya
digunakan dalam tahun anggaran be{a-lan untuk:
a. menutupi defisit anggaran;
b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum

tersedia ansgarannya;
c. membayar bunga dan pckok Utang dan/atau obligasi

daeratr yang melampaui anggaran yang tersedia
mendahului perubahan APBD;

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat

adanya kebij akan Pemeriatah ;

f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia
anggarannya; dan/atau

g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
ditingkatkaa dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD
tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran. berjalan.

Pa*al 146

tl) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan
rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai
peruntukannya.

(2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dilakukan *etelah jumlah Dana Cadangan yang
ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana
Cadangan yaag bersangkutan mencukupi.

{3} Pemindahbuku*n ss}pgairnana dimaksud pada ayat {2}
paling tinggr sejumlah ps-gu Dana Cadangan yang akan
digunakaa sesuai peruntukannya pada ta-hun anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda
tentang pernbentukan Dana Cadangan"

(a) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan
oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal L47.. .
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Pasal 147

(U Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana
Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan
jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan
Dana Cadangan.

{2} Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
rekening Dana Cadangan.

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas
persetqjua:r PFKD.

Pasal 148

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa
BUD berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang

diterbitkan oleh kepala SKFKD;
b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan

yang tercantum dalam perintah pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran

atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 149

(1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang
meliputi perenca-naan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengarnanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapus*n, penatausaJraan dan
pembinaan, perrgawasan dan pengendalian.

(2) Pengelolaan BMD sehagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN PE RU BAHTT*fl,i:ffi.1? DAPATAN DAN

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasa1 150

(U Pemerintah Daerah men5rusun laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis untuk 6 {enami bulan
berikutnya.

{?} Lap*ra*. . .



-59-

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disampaikan
kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
anggarafl. berkenaan"

Bagran Kedua
Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 151

{1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 150 meqjadi dasar perubahan
APBD.

(2) Perubahan ApBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan apabila terjadi:
a. perkemballgan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit
organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar
jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran
berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau
e. keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

PasaI 152

{U Perkembarlgan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
sebagaimana dimaksud dalam Pa-sal 151 ayat {2} huruf a
dapat berupa terjadinya:
a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi

Pendapatan Daerah;
b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja

Daerah; danlatau
c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan

daerah.
{2} Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai

dengaa asumsi KUA sebagaimana dirnaksud pada ayat {1}
ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan
PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

(3) Dalam rancallgalr perubahan KUA sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} di*ertai peajelasan mengenai perbedaan
asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

{a} Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} disertai penjelasan:
a. Program dan Kegiatan yang dapat diusuikan untuk

ditampung dalam perubahan APBD dengan
mempertimbangkan sica waktu pelaksanaan APBD
tahun anggaran he{alan;

b. capaiar Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang
harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila
asumsi KUA tidak tercapai; dan

c" capaian. ,
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capaian Sasaran Kineq'a Program dan Kegiatan yang
harris ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila
melarnpaui asumsi KUA"

Bagran Keempat
Pergeseran Anggaran

Pasal 153

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar
unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dam antar jenis
belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar riacian obyek
belanja.

Pasal 154

(1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit
organisasi, anttat Program, antar Kegiatan, dan antar jenis
beianja sebagaimana dirriak*ud dalam Pasal 153 dilakukan
melalui perubahan Perda teatang APBD.

{2} Pergeseran anggaran antar obyek belanja danlatau antar
rincian abyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
156 dilakukan melalui perubahan Peraturan bupati
tentang Penjaharaa APBD.

(3) Pergeserarl anggaran antar obyek beianja dalam jenis
belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat {2} ditetapkan
oleh Bupati.

{4} Pergeseral} anggaran sebagairnana dimaksud pada ayat {1)
dan ayat {2} diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD"

{5) Perubahan Peraturan bupati tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} selanjutnya
ditua"ngkan dalam rarrcangan Perda tentang perubahan
APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

{6} Peruba}ran Peraturan bupati tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat {5} ditampung dalam
laporan realisasi anggarall apabila:
a. tidak melakukan perubahan AFBD; atau
b. pergeserarr dilakukan setelah ditetapkannya Perda

tentang perubahan APBD.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran

al:.ggaran diatur dalam Peraturan hupati sesuai dengan
ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Bagian Kelima
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan" Anggaran

Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 155

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan
pengeluaraa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat {2}
huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalarn Perubahan DPA
SKPD dan/atau RKA SKPD.

C

Baglair Keenam.
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Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 156

(1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk
mendanai keadaan damrat yang belum tersedia
anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat
(2) huruf d dalam ran.cangan perubahan APBD.

(2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diiakukan setelah
perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak
melakukan perubahan APBD rnaka pengeluaran tersebut
disampaikan dalam laporan realisasi anggara$".

Bagran Ketujuh
Pendanaan Keadaan L:uar Biasa

Pasal 157

tl) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 {satu} kali
dalam 1 {satu} tahun anggaran, kecuaii dalam keadaan luar
biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2)
hurufe.

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi
penerimaan danlatau pengeluaran dalam APBD
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari SOYo
(lima puluh persen).

(3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar
biasa sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 158

{1} Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD rnengslami kenaikan lebih dari
50% {1ima puluh persen} sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 158 ayat {2} dapat dilakukan penambahan Kegiatan
baru danlatau peningkatan capaian Sasaraa Kinerja
Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

{2} Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari
5O% {lima puluh persen} sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16O ayat {2} dapat dilakukan penjadwalan uiang
dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program
dan Kegiatan lainnya dalarn tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedelapan
Pen;rusunan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah
Pasal 159

(1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perutrahan
PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1S2 ayat {2)
disampaikan kepada DPRD paling lambat rninggu pertama
bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

{2} Rancangan
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(2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan
PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibahas
bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan
perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan
Agustus dalam ta.hun anggaran berkenaa:r.

Pasal 160

(1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati
Bupati beraama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1" 52 ayat {2} menjadi pedornan perangkat daerah dalam
men3rusun RKA SKPD.

(2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} disampaikan kepada perangkat
daerah disertai dengan:
a. Program darr Kegiatan baru;
b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD;

dan/atau
d. dokumen sebagai lampiran meliputi kcrde rekening

perubahan APBD, forrnat RKA SKPD, analisis standar
belanja, standar harga satuan dan pererrcanaan
kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.

{3) Penyarnpaian sebagaimana dimaksud pada ayat 12}

dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agr.lstus
tahun anggaran berkenaan.

Pasal 161

(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan
perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal i6O ayat {2}.

(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikaa kepada PPKD sebagai bahan penyusunan
rallcangan Perda tentang perubahan APBD"

Pasal 162

Ketentuan mengenai penyusunan RKA SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9O sampai dengan Pasal 96 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD
pada perubahan APBD.

trasal 163

(1) DPA SKPD yang dapat diubah sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 160 ayat {2} huruf b berupa peningkatan atau
pengurangall capaian Sasaran Kinerja Program dan
Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kine{a
Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.

(3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja,
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja,
dan Pembiayaan baik sebelum dilakukaa perubahan
maupun setelah perubahaa.

Pasal i64
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Pasal 164

(U RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan
perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam
perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD
disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk
diverifikasi"

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD
dan perubahan DPA SKPD dengan:
a. perubahan KUA daa perubahan PPAS;
b. prakiraan maju yang telah disetujui;
c. dokumen perencanaan lainnya;
d. capaian Kineq'a;
e. indikator Kineg'a;
f. analisis standar belanja;
g. standar harga $atuan;
h. perencanaan kebutuhan BMD;
i. Standar Pelayanan Minimal; dan
j. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan

DPA SKPD.
(3i Dalam ha1 hasil veri{ikasi TAPD sebagaimana dimaksud

pada ayat tl) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD
meiakukan penyempufllaan.

Pasal 1"65

(U PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan
APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD
dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurrrakan oleh
kepala SKPD.

(2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} memuat lampiran paling sedikit
terdiri atas:
a. ringkasaa APBD yang diklasifikasi menurut kelompok

dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
b. ringkasan APBD menurrrt Urusan Pemerintahan daerah

dan organisasi;
c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah,

organisasi, Program, Kegiatan, keiompok, jenis
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut
Urusan Pemerintahan daerah, organisasi,
Program, dan Kegiatan;

e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan Umsan Pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g. daftar Piutang Daerah;
h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah

lainaya;

i, daftar. . .
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i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lain-lain;

k. daftar Kegiatan ta-hun aflggarall sebeluranya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berkenaanl

l. daftar Dana Cadangan daerah; dan
m. daftar Pinjaman Daerah.

(3) Dokumen pendukung sebagaimama dimaksud pada ayat (i)
terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan bupati
tentaag penjabaran perubahan APBD.

(4) Rancangan Peraturan bupati tentang penjabaran
perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat {3}
memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang

diklasifikasi menurut jenis, obyek, dan rincian obyek
peadapatan, belanja, dan Pembiayaaa;

b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan,
jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan;

c. daftar nafira penerima, alamat penerima, dan hesaran
hibah; dan

d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial.

Pasal 166

Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun
otreh PPKD disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kesembilan
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah
Pasal 167

Bupati wqjib menyaflrpaikan rancangan Perda tentang
perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan
dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka
memperoleh persetujuan bersarna paling lamtrat minggu kedua
bulan September tahun anggarall berkenaaa.

Pasal 1"68

{1} Pembahasan rancangan Ferda tentang perubahan APBD
dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati
menyampaikan rancanga:r Perda tentang perubahan APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai
denga.n ketentua:r peraturan perundang-undangan.

{2} Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perubahan PPAS.

Bagian Ke*epuiuh, . ,
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Bagian Kesepuluh
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
F*.sal 169

(U Pengamhilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang
perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati
pali:rg lambat 3 (tiga) bulan sehelum tahun anggaran
berkenaan berakhir.

(2| Dala-rrr hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} tidak mengarnbil keputusan bersama dengan
Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD,
Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan
dalam APBD tahun alr.ggaran berkenaan.

(3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang
pertanggungjawahan pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Bagian Kesebeijas
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Pem.turan Bupati tentang

Penjabaran Perubaha:r Anggaran Pendapatan dan
Beiaqia Daerah

Pasat 17O

{U Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah
disetujui bersama dan rancangan Peraturan bupati tentang
penjabaraa perubahan APBD disampaikan kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 {tiga} hari
sejak tanggal persetujaan Rancangan Perda tentang
perubahan APBD untuk dievaiuasi sebelum ditetapkan oleh
bupati.

(21 Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan
Peraturan bupati tentaag penjabaran perubahan APBD
sehagaimana dimaksud pada ayat {1} disertai dengan
perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang
d.isepakati antara Bupati dan DPRD.

{3} Evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat {1} dilakukan
untuk menguji kesesuaian rancangal Perda kabupaten
tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan bupati
tentang penjabaran perubahan APBD dengan:
a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lehih

tirgg.;
b. kepentirg* urnum;
c. peruhahan RKtrD, perubahan KUA, dan perubahan

PPAS;dan
d. RPJMD.

t4) Daiam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangarl Perda l<abupaten
tentang perubahan APBD dan rancangalr Peraturan bupati
tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan pemndang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan rrmllm, perubahan RKPD, perubahan KUA,
perubahan ppAS, dan RPJMD, bupati menetapkaa rancangan
tersebut rnenjadi Perda dan Peraturaa bupati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

{5} Dalam. . .
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{5} Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi raacangan Perda tentang
perubahan APBD dan rancargan Peraturan bupati tentang
penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang*undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan
KUA, perubahan PFAS, dan RPJMD, bupatilwali kota
bersarna DPRD melakukan penyempurnaan paling lama T
(tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 171

(1) Penyempufiraan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17O ayat {5} dilakukan Bupati melalui TApD
bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat t?t dijadikan dasar penetapan Perda tentang
perubahan APBD.

(a) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dirnaksud pada
ayat {2} dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

{5} Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dirnaksud pada
ayat {2} disampaikan kepada gubernur untuk perubahan
APBD kabupaten paling lambat 3 {tiga} hari setelah
keputusan tersebut ditetapkan.

BAB VIII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH
Bagran Kesatu

Akuntansi Pemeri.ntah Daerah
Pasatr 172

(1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. SAPD; dan
c. BA$ untuk Daerah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan
entitas pelaporan.

Pasal 173

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 173 ayat iU huruf a, meliputi
kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan
akuntansi akun.

(2) Kebiiakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] rnemuat penjelasall atas unsur-
unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan
dalam penyajian pelaporam keuangan.

{3} Kebijakan"
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{3} Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengatur de{inisi, pengakuan, pengukuran,
penilaian , dan/atau pengungkapan transaksi atau
peristiwa sesuai dengan SAP.

Pasal 174

{U SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (ll
huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi
dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada
jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunatl neraca
saldo, dan penyajian laporan keuangan.

(2) Penyqiian laporan keuangan sebagaimarla dimaksud pada
ayat {1} paling sedikit meliputi:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo arlggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasionall
e. laporan arus kas;
f. Iaporan perubahan ekuitas; d.an
g. catataa atas laporan keuangan.

{3} SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi sistem
akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

Pasal 175

{U BAS untuk Daerah sebagairaana dimaksud dalam Pasal
172 ayat {1} huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang
menggartbarkan struktur APBD dan iaporan keuangan
$ecara lengkap.

(2) BAS untuk Baerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
bertujuanuntuk mewujudkan statistik keuangan dan
laporan keuangaa secara nasional yang selaras dan
terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan
anggaran daa iaporan keuangan.

(3) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselaraskan dengan hagan akun staadar Pemerintah
Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagran Kedua
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daeratr

Pasal 176

(1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses
penyusunan dan penyqiian laporan keuangan Femerintah
Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasii konsolidasi
atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

{2} Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disu*un dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA
sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
a. laporan realisasi anggaraa;

b. neraca. . "
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b. neraca;
c. Iaporan operasional;
d. laporan perubahan ekuitas; dan
e. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat
2 {dua} bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 177

(1) Laporaa keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 176 ayat {1} disusun dan disajikan
oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan
untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka
memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} paling sedikit meliputi:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saLdc anggararl lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {U di*ampaikan kepada Bupati
melalui sekretaris daerah paling lambat 3 {tiea} bulan
setelah tahun arlggaran berakhir sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

{1} Laporan keuangan Pemerinta}r Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 178 ayat i1) dilakukan reviu oleh
aparat penga\ffas internal pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk
dilakukan pemeriksaan.

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat tU disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 {tiga} bulan setelah
tahun anrggaran berakhir.

(3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan pemeriksa
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselesaikan selambat-lambatnya Z {dua} bulan setelah
menerima traporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

(4) Dalam ha1 Badan Pemeriksa Keuangan belum
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling iambat 2
{dua} bulan setelah rnenerima iaporan keuangan dari
Pemerintah Daerah, rancangarl perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada
DPRD.

Fasal 179. . .



-69-

Pasal 179

Bupati memberikam tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan atas laporan keuangan Pemerirtah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat {3}.

Pasal 1BO

(1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian
informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan
laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2] Dalarn rangka memenuhi kewajiban penyampaian
informasi keuangaa daerah, PPKD meeyusun dan
menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran
untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
PEIYYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAId/ABAN

PELAKSANAAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Pasal 181

(1) Bupati m€nyampaikan ra.ncangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan
kinery'a dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6
{enam} bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Ranc€ragan Perda tentang pertanggungl'awaban
pelaksanaan APBD sebagaim€Lna dimaksud pada ayat {1)dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat
persetujuan bersama.

{3) Persetujuan bersama ranc€Lngan Perda sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} dilakukan paling lambat ? {tujuh}
bulan setelah tahun arlggaran berakhir.

(a) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat {3}, Bupati menyiapkan rancangan peraturan
bupati tentang penjabaran pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD.

Pasa1 182

(1) Rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan
rancangan Peraturan bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling
lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan
oleh bupati.

{2} Dalam. . .
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(2) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancaflgan
Peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang
APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan bupati
tentang penjabaran APBD, Peraturan bupati tentang
penjaharan perubahaa APBD, dan telah menindaklanjuti
temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, bupati menetapkan rancan"gaa Perda menjadi
Perda dan rancangan Peraturan bupati menjadi Peraturan
bupati.

(3) Dalam hal gubernur sebagai urakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang
pertaaggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan
Peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang
APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan bupati
tentang penjabaran APBD, Peraturan bupati tentang
penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak
menindaklarrluti temuan laporan hasil pemeriksaa,n Badan
Pemeriksa Keuangan, bupati bersaraa DPRD melakukan
penyempurnaaa paling lama 7 {tujuh} hari terhituag sejak
hasil evaluasi diterima.

Pasai 183

{1} Dalam hal dalam waktu I {satu} bulan sejak diterimanya
rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD dari Bupa.ti, DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan
Perda tentang pertanggurtgjawaban pelaksanaan APBD,
Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan bupati
tentang pertanggungiawaban pelaksaaaan APBD.

(2) Rancangan Peraturan bupati sebagaimaaa dimaksud pada
ayat {1} ditetapka.n setelah memperoleh pengesahan dari
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2ll, rancarrgan Pera.turan bupati tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta
lampiraanya disampaikan paling lambat ? {tujuh} hari
terhitung sejak DPRD tidak mengarnbil keputusan
bersama dengan Bupati terhadap r€racangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(a) Dalam hal dalam batas waktu 15 {lima belas} hari gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak m*ngesahkan
rancangan Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat {3}, Bupati menetapkan rancangan Feraturan bupati
tersebut menjadi Peraturan bupati.

BABX...
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BAB X
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagran Kesatu
Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 184

(1) Setiap pejabat yartg diberi kuasa untuk mengelola
pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib
mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan
seluruhnya dengan tepat waktu.

(2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas
piutang jeni* tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{3} Piutang Daerah yar. lg tidak dapat diselesaikan seruruhnya
dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- uadangan.

(4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah
perdata dapat dilakukan melalui perdarnaian, kecuali
mengenai Piutang Daerah yarrg csra penyetresaiannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 185

Fiutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau
bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan pera.turan
perundang-undangal yang rnengatur mengenai penghapusan
piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai piutang Daerah
yang cara penyelesaiartnya dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Pasal 186

Ketentuan lebih larg"ut mengellai penyeiesaian piutang Daerah
yang mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 184 ayat {4i dan penghapusan piutang Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 1BS, diatur daram perda
sesuai dengaa ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagran Kedua
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 187

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka
memperoleh manfaat ekonomi, scsial, dan/atau manfaat
lainnya.

Pasal 188

Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud datam pasal 1BT diatur dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga" . 
"
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Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 189

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengeiolaan
BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Pengeiolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Fasal 190

(1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3i Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan pinjaman
Daerah dibebankan pada anggaran Belaaja Daerah.

BAB XI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 191

(1) Pemerintsh Daerah dapat membentuk BLUD datam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturaa perundang-undangan.

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sebagaimana dirnaksud pada ayat {1i, Bupati
menetapkan keb{iakan fleksibilitas BLUD dalam peraturan
bupati yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

(3) Pejabat peagelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
t2l bertangguag jawab atas pelaksanaan kebijakan
fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiataa perayanan
umum terutama pada aspek manfaat dan pelayallan yang
dihasill<aa.

Pasal 192

Pelayanan kepada masyaralat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 191 ayat {1} meliputi:
a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
b. pengelolaan dana khus's untuk meningkatkan ekonomi

dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
c- pengelolaan wilayahlkannrasan terlentu untuk tuJuan

rneningkatkan perekonorrrian masyarakat atau layanan
umum.

Pasal 193

(1) BLUD merupakan bagian dari pengelolaaa Keuangan
Daerah.

(2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanga.n.

{3} BLUD. . .
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(3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
(4) l"aporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pasal 194

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan
pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang
bertanggungiawa.h atas Urusan Pemerintahan yang
bersangkutan.

Pasal 195

(1) Seluruh pendapatan BLUD dapat diguriakan langsung
untuk membiayai beianja BLUD yang bersangkutan.

{2} Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
meliputi pendapatan yang diperoleh dad aktivitas
peningkatan kualitas peiayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pasal 196

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan
Kineq'a BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari rencana keg"a dan anggaran, APBD serta
laporan keuangan dan Kinerja Feraerintah Daerah.

Pasal 197

Ketentuan iebih lanjut mengenai BLUD diatur dalam Peraturan
Bupati.

BAB XII
PENYSLESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 198

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh
tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang w4jib
segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 199

{1} Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau
pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum
atau melalaikan kewqjibannya, baik langsung atau tidak
langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian
dimaksud.

(2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.

{3} Tata cara penggantian kerugian daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat t1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XiIi. . .
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BAB XIII
INPORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 2OO

(1) Pemerintah Daerah wqiib menyediakan informasi
keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.

{2} Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} paling sedikit rnemuat informasi penganggaran",
pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

{3} informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} digunakan untuk:
a. rnembantu Bupati dalam merryusua anggaran daerah

dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan

kebijakan Keuangan Daerah;
c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja

Keuangan Daerah;
d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
e. mendukung keterbr.rkaan informasi kepada

masyarakat;
f. mendukung penyelenggaraan sistern inforrnasi

keuangan daerah; dan
g. melakukan evaluasi Peagelolaan Keuangan Daerah.

{4} Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib
disampaikan kepada Menteri dan menteri yang
menyelengga.rakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

Pasai 201

Bupati yang tidak mengumumkan infsrrnasi keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2OO dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XlV
PEMBII{AAN DAN PENGAIII/ASAN

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 202

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasarl
Pengeloiaan Keuangan Daerah kepada perangkat daerah.

Pasal 2O3

(1) Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi,
pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan
pengembangan.

(2) Pengawasan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2A2
dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi,
pemanta-uan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Pasal 204.
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Pasal 204

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-und,algan.

Pasal 205

(1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang
ekonomis, efektif, elisien, transparan, dan akuntabel,
Kepala Daerah wqiib menyelenggarakan sistem
pengendalial internal atas pelaksanaan Kegiatan
Pemerinta-han Daerah.

{2} Penyelenggaraan sistem pengendalian internal
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 206

(1) Pembinaan dan pengawasafl terhadap penggunaan DBH,
DAU, dan DAK dalam AFBD dilakukan dengan cara
superriisi, pemantauan, dan pengevaluasiaa.

{2} Superuisi, pemantauan dan pengevaluasian penggurraarl
DBH, DAU, dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:
a. memastikan bahwa DBH suda?r dimanfaatlcan secara

optimai untuk membiayai Urusan Femerintatran yang
menjadi kewenangaa daerah dan sesuai dengan
prioritas daerah termasuk Urusan Pemerintahan
tertentu yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan;

b. memastikan bahwa DAU sudah dimaafaatkan secara
optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah terutama untuk
penyediaan pelayanan publik sesuai dengaa ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkalt secara
optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan pada
Kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional pada tahun anggaran
berkenaan.

(3) Ketentua-n mengenai tata cara pelaksalaan superrrisi,
pemantauall, dan pengevaluasian sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 207

{1} Dalam rangka pelaksana:e pembiaaan dan pengawasan
terhadap pelaksa,naaa Pengelolaan Keuangan Daerah,
Bupati menyusun pedomal teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.

(2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 208

(1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

{2} Penerapan. . .
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(2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat dilakukan
secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau
kapasitas Pemerintah Daerah sesuai ketentuan pelrndang-
undangan _yang berlaku.

(3) Pemerintah Daerah r,vajib menerapkan sistem
pemerintahan Lrerhasis elektronik di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit
meliputi:
a. penvusunan Program rlan Kegiatan dari rencana kerja

Pemerintah Daerah;
b. penyusunan rencana kerja SKPD;
c. penyusunan anggaran;
d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
f. akuntansi dan pelaporan; dan
g. pengadaan barang danjasa.

BAB XV
KETBNTUAN PENUTUP

Pasal 209

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 210

Peraturan Daerah ini mulai trerlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dala.m Lembaran Daerah Katrupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggai 23 Juni 2022
BUPATI KARO,

ttd

CORY SRI\ryATY SEBAYANG

Diundangkan di KaLranjahe
pada tanggal 23 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO.

ftd

I{AMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2A22 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR: {6-61 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM
DAE KAB. KARO,

PURBA, SH
NIP 200502 2 00r
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR S8 TAHUN 2O22

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UMUM
Pengelolaan keuanga:e daerah merrrpakaa aspek pendng dan fundamental
dalam penyelenggaraLar: pemerintahan daerah. Karenanya, pembaruan
pengaturan ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan
keuangan daerah menghendaki penyesuaian melalui pengaturan melalui
produk hukum daeratr. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tenta.ng Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan
rualr.g membentuk pelaksanaan yang dalam hal ini adalah peraturan
daerah mengenai Peagelolaan Keuangaa Daerah. Peraturan daerah ini
secara spesifik bertujuan menjadi peraturan p<lkok untuk pengelolaan
keuangan di daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Ayat {i}
Cukup jelas.

Ayat {2}
Cukup jelas.

Ayat i3)
Cukup jelas.

Ayat (a)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "koordinator" adalah terkait
dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu
Kepala Daerah dalam menyusull kebiiakan dan
mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan
Daerah-

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

II
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Cukup jelas.
Ayat {5}

Cukup je1as.
Ayat {6}

Cukup jelas.
Pasa1 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup je1as.

Pasal 8
Ayat ( 1)

Cukup jelas.
Ayat {2}

Cukup jelas.
Ayat {3}

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "melaksanakan Pemberian
Piajaman Daerah atas nalna Pemerintah Daerah"
adalah hanya terkait eksekusi Pemberian Pinjaman
Daerah bukan kebliakan Pemberia-n Pinjaman Daerah.

Hurufj
Cukup jeias.

Huruf k
Cukup jelas"

Ayat {a}
Cukup jela.s.

Pasal 9
Cukup Jela.s.
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Pasa] 10

Cukup Jelas.
Pasal Ll

Ayat {1}
Yang dirsaksud dengan "Unit SKPD" termasuk unit pelaks€Lna

teknis daerah.
Ayat {2}

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup je1as.
Ayat {4}

Cukup jelas.
Ayat {s}

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup Jelas.
Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14

Cukup Jelas.
Pasal 15

Cukup Jelas.
Pasal 16

Cukup Jelas-
Pasal 17

Cukup Jelas.
Pasa] 18

Cukup Jelas.
Pasal 19

Cukup Jelas.
Pasal 2O

Cukup Jelas.
Pasal 21

Cukup Jelas.
Pasal 22

Cukup Jelas.
Pasal 23

Cukup Jelas.
Pasal 24

Cukup Jelas.
Pasal 25

Cukup Jelas.
Pasal 26

Cukup Jelas.
Pasal 27

Cukup Jelas.
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Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasai 29
Cukup Je1as.

Pasal 3O

Cukup Jelas.
Pasal 3 1

Cukup Jelas.
Pasal 32

Cukup Jelas.
Pasal 33

Cukup Jelas.
Pasal 34

Cukup Jelas.
Pasal 35

Cukup Jelas.
Pasal 36

Cukup Jelas.
Pasal 37

Cukup Jelas.
Pasal 38

Cukup Jelas.
Pasal 39

Cukup Jelas.
Pasal 4O

Cukup Jelas.
Pasal 41

Cukup Jelas.
Pasal 42

Cukup Jelas.
Pasal 43

Cukup Jelas.
Pasal 44

Cukup Jelas.
Pasal 45

Cukup Jelas.
Pasal 46

Cukup Jelas.
Pasal 47

Cukup Jelas.
Pasal 48

Cukup Jelas"
Pasal 49

Cukup Jelas.
Pasal 50

Cul*ep Jelac.
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Pasal 51

Cukup Jelas.
Pasal 52

Cukup Jelas.
Pasal 53

Cukup Jelas"
Pasal 54

Cukup Jelas"
Pasal 55

Cukup Jelas.
Pasal 56

Cukup Jeias.
Pasal 57

Cukup Jelas"
Pasal 58

Cukup Jelas.
PasaI 59

Cukup Jelas.
Pasal 60

Cukup Jelas.
Pasal 61

Cukup Jelas.
Pasal 52

Cukup Je1as.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas"

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.
Pasal 72

Cukup Jelas.
Pasal 73

Cukup Jelas.
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Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas"

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 8O

Cukup Jelas.
Pasal 81

Cukup Jelas.
Pasal 82

Cukup Jelas.
Pasal 83

Cukup Jelas.
Pasal 84

Cukup Jelas.
Pasal 85

Cukup Jelas.
Pasal 86

Cukup Jelas.
Pasa] 87

Cukup Jelas.
Pasal 88

Cukup Jelas.
Pasal 89

Cukup Jelas"
Pasal 9O

Cukup Jelas.
Pasal 91

Cukup Jelas.
Pasal 92

Cukup Je1as.
Pasal 93

Cukup Jelas.
Pasal 94

Cukup Jelas.
PasaI 95

Cukup Je1as.
Pasal 96

Cukup Jelas.
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Pasal 97
Cukup Jelas.

Pasal 98
Cukup Jelas.

Pasal 99
Cukup Jelas.

Pasal 1OO

Cukup Jelas.
Pasal 101

Cukup Jelas.
Pasal 1O2

Cukup Jelas.
Pasal 103

Cukup Jelas.
Pasal 1O4

Cukup Jelas.
Pasal 105

Cukup Jelas.
Pasal 106

Cukup Jelas.
Pasal 107

Cukup Jelas.
Pasal 1OB

Cukup Jelas.
Pasal 109

Cukup Jelas.
Pasal 11O

Cukup Jelas.
Pasal 111

Cukup Jelas.
Pasal 1 12

Cukup Jelas.
Pasal 113

Cukup Jelas.
Pasal 1 14

Cukup Jelas.
Pasai 115

Cukup Jelas.
Pasal I 16

Cukup Jelas.
Pasal 1 17

Cukup Jelas.
Pasal 118

Cukup Jelas.
Pasal 119

Cukup Jelas.
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Pasal 120

Cukup Jelas,
Pasal 1"21

Cukup Jelas.
Pasal 122

Cukup Jelas.
Pasa1 123

Cukup Jelas.
Pasal 124

Cukup Jelas.
Pasal 125

Cukup Jelas.
Pasal 126

Cukup Jelas.
Pasal 127

Cukup Jelas.
Pasal 128

Cukup Jelas.
Pasal 129

Cukup Jelas.
Pasal 13O

Cukup Jelas.
Pasal 131

Cukup Jelas.
Pasal 132

Cukup Jelas.
Pasal 133

Cukup Jelas.
Pasal 134

Cukup Jelas.
Pasal 135

Cukup Jelas.
Pasal L36

Cukup Jelas.
Pasal 137

Cukup Jelas.
Pasal 138

Cukup Jelas.
Pasal 139

Cukup Jelas.
Pasal 14O

Cukup Jelas.
Pasal l-41

Cukup Jelas.
Pasal 142

Cukup Jelas.



-85-

Pasal 143

Cukup Jelas.
Pasal L44

Cukup Jelas.
Pasal 145

Cukup Jelas.
Pasal 146

Cukup Jelas.
Pasal 147

Cukup Jelas.
Pasal 148

Cukup Jelas.
Pasa] 149

Cukup Jelas.
Pasal LSO

Cukup Je1as.

Pasal 151

Cukup Jelas,
Pasal 152

Cukup Jelas.
Pasal 153

Cukup Jelas.
Pasa] 154

Cukup Jelas.
Pasal 155

Cukup Jelas.
Pasal 156

Cukup Jelas.
Pasal 157

Cukup Jelas.
Pasa] 158

Cukup Jelas.
Pasal 159

Cukup Jelas.
Pasal 160

Cukup Jelas.
Pasal 161

Cukup Jelas.
Pasal 162

Cukup Jelas.
Pasal 163

Cukup Jelas.
Pasal 164

Cukup Jelas"
Pasal 165

Cukup Jelas.
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Pasal 166

Cukup Jelas.
Pasal 167

Cukup Jelas.
Pasal 168

Cukup Jelas.
Pasal L69

Cukup Jelas.
Pasal 170

Cukup Jelas.
Pasal 171

Cukup Jelas.
Pasal 172

Cukup Jelas.
Pasal 173

Cukup Jelas.
Pasal 174

Cukup Jelas.
Pasal 175

Cukup Jelas.
Pasal 175

Cukup Jelas.
Pasal 177

Cukup Jelas.
Pasal 178

Cukup Jelas.
Pasal 179

Cukup Jelas.
Pasal 180

Cukup Jela.s.
Pasal 181

Cukup Jelas.
Pasal 182

Cukup Jelas.
Pasal 183

Cukup Jelas.
Pasal 184

Cukup Jela.s.
Pasal 185

Cukup Jelas.
Pasal 186

Cukup Jelas.
Pasal 187

Cukup Jelas"
Pasal 188

Cukup Jelas.
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Pasal 189

Cukup Jelas.
Pasal 190

Cukup Jelas.
Pasal 191

Cukup Jelas.
Pasal 192

Cukup Jelas.
Pasal 193

Cukup Jelas.
Pasal L94

Cukup Jelas,
Pasal 195

Cukup Jelas.
Pasal 196

Cukup Jelas.
Pasal 197

Cukup Jelas.
Pasal 198

Cukup Jelas.
Pas3l 199

Cukup Jelas.
Pasal 2OO

Cukup Jelas.
Pasal 201

Cukup Jelas.
Pasal 202

Cukup Jelas.
Pasal 2O3

Cukup Jelas.
Pasal 204

Cukup Jelas.
Pasal 2O5

Cukup Jelas.
Pasal 2O6

Cukup Jelas.
Pasal 2O7

Cukup Jelas.
Pasal 2OB

Cukup Jelas.
Pasal 2O9

Cukup Jelas.
Pasal 21O

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR OB


